BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

N0.436, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Barang. Jaminan.
Harta. Piutang. Urusan. Penilaian.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 /PMK.06/2009
TENTANG
PENILAIAN BARANG JAMINAN DAN/ATAU HARTA

KEKAYAAN LAIN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : a bahwadaam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia
Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara perlu diketahui nilai barang milik Penanggung
Hutang/Penjamin Hutang yang menjadi jaminan hutang dan
harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dadam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Penilaian Barang Jaminan Dan/Atau
Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang
Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
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Menetapkan :

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisas, Dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisass Dan Tugas Esdlon | Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang
Organisas Dan Tata Kerja Instans Vertikal di Lingkungan
Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007
tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
88/PMK.06/2009;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008
tentang Organisas Dan Tata Kerja Departemen Keuangan
sebagai manatelah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008
tentang Organisas Dan Tata Kerja Instans Vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG
PENILAIAN BARANG JAMINAN DAN/ATAU HARTA
KEKAYAAN LAIN DALAM RANGKA PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

8.
0.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh
penila untuk memberikan suatu opini nila yang didasarkan
pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan
menggunakan metode/teknik tertentu atas objek tertentu pada
saat tanggal Penilaian.

Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung
Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagal
jaminan penyelesaian hutang.

Hata Kekayaan Lain adalah hata kekayaan milik
Penanggung Hutang yang tidak diikat sebaga jaminan hutang
namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku menjadi jaminan penyelesaian hutang.

Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, selanjutnya disebut Penila Direktorat Jenderal,
adalah penilai Pegawa Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan yang
diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk
melakukan Penilaian secara independen.

Penilai Eksternal adalah penila selain Penila Direktorat
Jenderal, yang mempunyai izin praktek Penilaian dari Menteri
Keuangan dan menjadi anggota asosiasi Penilaian yang diakui
oleh Departemen Keuangan.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.

10. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang pada Direktorat Jenderal.

11. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar

kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung
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maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan
Suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

12. Panitia Urusan Piutang Negara, selanjutnya disebut PUPN,
adalah panitia interdepartemental yang bertugas mengurus
piutang negara sebagamana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara, terdiri atas PUPN Pusat dan PUPN Cabang.

13. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Lembaga
Negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau
seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha
Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, yang
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN.

14. Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang
menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk
badan atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang
Penanggung Hutang.

15. Penjamin Hutang adalah badan atau orang yang menjamin
penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung
Hutang

16.Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal
Penilaian, yang dapat diperoleh dari transaks jual beli atau
hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat
membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu
transaks bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara
layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-
masing mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak
hati-hati, dan tanpa paksaan.

17. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Penjualan Tanpa Melalui Lelang adalah penjualan barang
yang dilakukan oleh Penanggung Hutang atau Penjamin
Hutang dengan persetujuan PUPN Cabang

19. Nilai Likuidas adalah nilai properti yang dijual melalui lelang
setelah memperhitungkan risiko penjualannya.

20.Nila Pembebanan adalah nilai yang tercantum dalam akta
hipotik/crediet verband/hak tanggungan/fidusia.
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21. Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan oleh Penjamin
Hutang untuk mengambil kembali Barang Jaminan.

22.Basis Data adalah kumpulan data dan informas pendukung
lainnya yang berkaitan dengan Penilaian Barang Jaminan
dan/atau Harta Kekayaan Lain yang dismpan dalam media
penyimpanan data.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Objek Penilaian
Pasal 2

Objek Penilaian adalah Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan
Lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang
menjadi jaminan penyelesaian Piutang Negara yang diurus oleh
PUPN Cabang/Kantor Pelayanan.

Bagian Kedua
Tujuan Penilaian
Pasal 3

(1) Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain
dilakukan dalam rangka:

a. Penjualan Tanpa Melalui Lelang;

b. Penebusan dengan nila permohonan Penebusan di bawah
Nilai Pembebanan;

c. keringanan hutang; dan/atau
d. penjualan melalui Lelang.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf c dilakukan dengan tujuan menentukan Nilal
Pasar.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan dengan tujuan menentukan Nilai Likuidasi.



